BABII

UTANG PIUTANG (QARD), RIBA DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Utang Piutang (Qard)
1. Definisi utang piutang (gard)
Qard di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai berikut:

“Lafaz al-Qardu berarti al-Qat 'u(memotong). A/-gard berasal dari

kata Uo3s —:)PJ—Q-! — >3, yang berarti memotong”.'

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa, gard berarti
al-gat 'u, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang
yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian
dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.?

Secara terminologi, gard memiliki beberapa pengertian. Ulama
Hanafiyah mendefinisikan utang piutang adalah harta yang memiliki
kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata
lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang
memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang
sepadan dengan itu.’

Sayyid Sabiq memberikan definisi gard sebagai berikut:

' Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 1108.
> Wahbah az-Zuhaili, A/-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 720.
3 1y .
Ibid.
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al-Qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang
(mugrid) kepada penerima utang (mugqtarid) untuk kemudian
dikembalikan kepadanya (mugrid) seperti yang diterimanya,

ketika ia telah mampu membayarnya.*

Dalam buku Syafi’i Antonio disebutkan bahwa, a/-Qard adalah
pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau
diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa
mengharapkan imbalan.” Menurut Fatwa MUI, a/-Qard adalah
pinjaman yang diberikan kepada nasabah (mugqtarid) yang
memerlukan dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan
jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati
bersama.’

Sedangkan pengertian gard menurut Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) adalah penyediaan dana atau tagihan
antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara
tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.’” Definisi yang

dikemukakan dalam KHES bersifat aplikatif dalam akad pinjam-

* Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 182.
* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,

2001), 131.

% Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
7 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).
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meminjam (utang-piutang) antara nasabah dan Lembaga

Keuangan Syariah.®

2. Dasar hukum utang piutang (gard)
a. Alquran
Landasan hukum disyariatkannya gard berdasarkan Alquran
adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surah a/-Hadid ayat 11:

65 g 0 eats s G Lo 1 05 0

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman
yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)
pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala

yang banyak.’

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita
diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”. Artinya untuk
membelanjakan harta dijalan Allah Swt. Selaras dengan
meminjamkan kepada Allah Swt., kita juga diseru untuk

“meminjamkan kepada sesama manusia’, sebagai bagian dari

¥ Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 334.
? Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 538.
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kehidupan bermasyakat (civil society)."’Diperkuat lagi dengan

firman Allah surah a/-Bagarah ayat 245:

5 ki 15 528 Bl 4 Adnia Uns 5l U s o
O3t oy Latal

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah),
maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya
dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan

dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan."'

Allah Swt. menyebut nafkah sebagai peminjam karena
Allah Swt. mengetahui bahwa dorongan untuk mengeluarkan
harta bagi kemaslahatan umat itu sangat lemah pada sebagian
besar manusia. Pinjaman yang baik adalah yang sesuai dengan
bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan ikhlas semata-mata
untuk mencapai keridaan Allah Swt. Allah juga menjanjikan akan

memberi balasan yang berlipat ganda.

Untuk menjaga agar tidak terjadi perselisihan dikemudian
hari, Alquran juga mengatur bahwa utang piutang hendaknya
dibuat secara tertulis. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt.

dalam surah al-Baqgarah ayat 282:

' Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., 132.
"' Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 39.
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Hai orang-orang yang Dberiman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan
benar..."?

b. Hadis

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang
meminjamkan (gard), dan membolehkan bagi orang yang
diberikan gard, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu
yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan
dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam

tersebut mengembalikan harta seperti semula.'

Anjuran diperbolehkannya gard selain dalam Alquran

diatas, juga terdapat dalam Hadis, yaitu sebagai berikut:

Dalam Hadis Ibnu Mas’ud:

(‘:
?i
K
:
e
?;
C;
o
T?‘
C.

Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah saw. Bersabda,
“tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada

"2 Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 48.
" Sayyid Sabiq, Figih Sunnah. Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.
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orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman
itu seperti sedekah sekali.”"*

c. Ijmak
Para ulama telah menyepakati bahwa gard boleh dilakukan.
Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa
hidup tanpa bantuan dari orang lain. Tidak seorang pun yang
mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga pinjam-

0 . . . . - .1
meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.'

Ada beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan utang

piutang:16

Pertama, akad utang piutang menetapkan peralihan pemilikan.
Misalnya, apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada
orang lain, maka barang tersebut terlepas dari pemilikan mugrid (orang
yang menghutangi), dan mugtarid (orang yang berhutang) menjadi
pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasyaruf atasnya. Hal

ini sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, hibbah, dan hadiah.

Kedua, penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad

berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain

" Lidwa
15 Sholih

Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits (Digital Library, Kitab Ibnu Majjah, Hadits No. 2176).
uddin, Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 81.

' Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

174-175.
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sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau
sepanjang disepakati demikian.

Ketiga, pihak mugtarid wajib melunasi hutang dengan barang
sejenis jika obyek hutang adalah barang al-mithliyyat, atau dengan barang
yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang al-gimiyyat. la
sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan ‘ain (barang) yang
dihutangnya. Pada sisi lain pihak mugrid tidak berhak menuntut
pengembalian ‘ain (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut
telah terlepas dari pemilikannya.

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan
hutang, maka pihak mugrid tidak berhak menuntut perlunasan sebelum
jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo
pengembaliannya, menurut fukaha mazhab Maliki pelunasan hutang
berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam
satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat
utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen
tiba mugqtarid wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat
tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak muqtarid
telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

Kelima, ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak
mugqtarid belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran
Islam agar pihak mugrid berkenan memberi kesempatan dengan

memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut
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pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak
mugqtarid menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga
hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga
kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni

menyegerakan pelunasannya.

3. Rukun dan syarat gard

Seperti halnya jual beli, rukun gard juga diperselisihkan oleh
fukaha. Menurut mazhab Hanafi, rukun gard adalah ijab dan kabul.
Sedangkan menurut jumhur ulama fukaha. Rukun gard adalah agid

(mugrid dan muqtarid), ma'qud ‘alaih (uang atau barang), dan sigat

(ijab dan kabul)."”
Syarat-syarat gard adalah sebagai berikut:

a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan
dan jumlahnya.

b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk
hewan.

c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang

bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya'®

"7 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 71.
' Ismail Nawawi, Figh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah, (Surabaya: Putra Media
Nusantara), 302.
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Adapun subjek akad (“agidain) adalah sebagai berikut:
a. ‘Aqid

Orang yang berakad, yaitu mugrid (pihak pertama adalah
orang yang menyediakan harta atau pemberi harta) dan muqtarid
(pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang
yang menerima harta),memiliki sifat ahliyah, Oleh karena itu,
gard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah
umur atau orang gila.19

Adapun subjek akad (“agidain) adalah sebagai berikut:

1) ‘Agqgil (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang
gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih
dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan

perjanjian yang dibuatnya.

2) Tamyiz (dapat membedakan)
Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang
baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu
bertransaksi.

3) Mukhtar (bebas dari paksaan)

' Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam...,71.
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Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi,
lepas dari paksaan dan tekanan. Syarat ini didasarkan pada

firman Allah Swt. dalam Alquran surah an-Nisa’ ayat 29:

2 54 055 ows&}ub@@wy{uvwgdﬁ e
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.*’

b. Ma'qud ‘Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas mazhab Maliki,
Syafi’i, dan Hambali, yang menjadi objek dalam a/-gard sama
dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar
(malikat) dan ditimbang (mawzunat), maupun gimiyat (barang-
barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan,
barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan
perkataan lain, setiap barang yang dijadikan objek jual beli, boleh
juga dijadikan objek akad gard.

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa ma‘qud ‘alaih

hukumnya sah dalam mal mithli. Namun, barang-barang gimiyat

2 Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:CV. INDAH PRESS, 1994), 83.
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seperti hewan tidak boleh dijadikan objek gard karena sulit
mengembalikan denagn barang yang sama.”'

Oleh karena itu utang piutang harus mempunyai syarat-
syarat sebagai berikut:*

1) Telah ada ketika akad dilangsungkan:

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal,
hal ini didasarkan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak

mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.
2) Dibenarkan oleh syari’ah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek
perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.
Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak
memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Menurut mazhab
Hanafi, dalam tasharruf akad tidak mensyaratkan adanya
kesucian objek akad. syarat ini juga menyangkut bahwa objek

juga tidak boleh najis atau mutanajis.
3) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus
memiliki kejelasan dan diketahui oleh ‘agid. Hal ini bertujuan

agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat

2! Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam..., 71.
22 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 60.
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menimbulkan sengketa. Jika objek itu berupa barang, maka

benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaannya.
4) Dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan
ketika akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.
Oleh karena itu, disarankan perikatan berada dalam kekuasaan
pihak pertama (mugrid) agar mudah menyerahkan kepada

pihak kedua (muqtarid).

c. Sigat (ijab dan kabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah
seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam
mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar
dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.*

Sigat ijab bisa dengan menggunakan lafal gard (utang atau
pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung
kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini,
dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya
penggantinya.” Pengunaan kata milik disini bukan berarti
diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus

dibayar.**

# Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam..., 71.

2% Ibid.
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syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi
menjadi tiga, yaitu:*

1. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi
akad,mendukung  dan  memperkuat  substansi  akad
dandibenarkan oleh syara’, sesuai dengan kebiasaan
masyarakat (‘urf).

2. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu
kriteria yang ada dalam syarat shahih, atau akad yang semua
rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi.
Akibat hukumnya mauquf (berhenti dan tetahan untuk
sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual
kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli
kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi
syaratsyarai tersebut.

3. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat
shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak

atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.

. Dalam Alquran dan Hadis mengatur beberapa ketentuan tentang
utang piutang (al-qard) antara lain dianjurkan dilakukan dengan
perjanjian tertulis yang menyangkut segala ketentuan atau akad yang

terjadi dalam transaksi terutama menyangkut tenggang waktu yang

> Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu..., 203-205.
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jelas dalam hal pengembalian, untuk mengindari terjadinya
perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt.

dalam surah a/-Bagarah ayat 282:

N A SR (el ) 3 G 18] 5k 3 b
Q3 s

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

| 2
menuliskannya dengan benar...*®

Selain itu, untuk memperkuat bukti yang lain jika terjadi
perselisihan di tengah-tengah perjanjian, maka diharapkan mendatangkan
saksi-saksi dalam kesepakatan transaksi yang dilakukan, supaya dapat
menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam

surah al-Bagarah ayat 282 :

-
<%

o5 455 it 6553 4 36 180y 2 45 BAGREG
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... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang
lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridai...*’

* Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:CV. INDAH PRESS, 1994), 48.
27 1
Ibid.



34

4. Etika dalam transaksi utang piutang
Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak

terlepas dari yang namanya hutang piutang (a/-gard). Sebab di antara
mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan.
Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang
dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang
dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya
sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau
mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan
bersedia memberinya pinjaman. Adapun terdapat adab atau etika
dalam utang piutang (al-gard) yakni:*®

a. Utang piutang (al-gard) harus ditulis dan dipersaksikan yang
dipertegas dalam surah al-Baqarah ayat 282.

b. Mugrid tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari
orang yang berhutang atau mugrid. Dengan kata lain, bahwa
pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun
adalah haram berdasarkan Alquran, sunah, dan ijmak para ulama.
Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang
dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman (mugrid)

kepada si peminjam (mugqtarid). Karena tujuan dari pemberi

% Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 107.
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pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya.
Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan.

c. Melunasi hutang dengan cara yang baik.

5. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Kreditur

Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan
melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis. Persetujuan
tersebut disertai tanda terima atau kwitansi yang menyebutkan
besarnya utang, tanggal terjadinya utang-piutang. sebagaimana yang
sudah dijelaskan sebelumnya dalam surah a/-Bagarah ayat 282.

Kewajiban orang berutang-piutang selain hal diatas, adalah
menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya terdiri atas 2 orang laki-laki.
Apabila tidak ada 2 orang lakilaki, maka boleh satu orang laki-laki dan
2 orang perempuan. Ketentuan ini juga terdapat dalam surah al-
Bagqarah ayat 282.

Orang yang berhutang wajib mengembalikan utangnya kepada
orang yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati bersama. Jika pengutang telah mampu mengembalikan
utangnya sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera
mengembalikannya. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan
pemberi utang kepada penerima utang.” Selain kewajiban-kewajiban

diatas, seorang kreditur memiliki hak penuh untuk menagih utangnya.

* http://matulessi.wordpress.com, diakses 3 Juni 2017
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Ia memiliki hak suara termasuk mengadukan ke pengadilan bila si
debitur membandel (malas membayar utangnya tersebut).*

Sedangkan hak dan kewajiban debitur dan kreditur menurut
KUHPerdata pasal 1759-1764, adalah sebagai berikut:

Kewajiban debitur adalah mengembalikan barang yang dipinjam
dalam jumlah yang sama pada waktu yang diperjanjikan (pasal 1763).
Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka ia diwajibkan
membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus
memperhatikan waktu dan tempat barangnya, sesuai dengan kontrak
(pasal 1764).”' Sedangkan hak debitur adalah menerima barang yang
dipinjam dari kreditur.**

Kewajiban kreditur adalah tidak dapat meminta kembali barang
yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam
perjanjian(pasal 1759). Jika telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim
berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian
pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran
kepada si peminjam (pasal 1760). Oleh hakim kelonggaran tersebut,
apabila diberikan akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum

si peminjam untuk membayar pinjamannya.

3% Thalib, M., Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992).

*' R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Kitab Undang-Udang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita), 452.

32 Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, ,

2003), 79.
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Kalau orang yang meminjamkan, sebelum menggugat dimuka
hakim, sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam,
maka tidak pada tempatnya lagi kalau hakim masih juga memberikan
pengunduran. Jika perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akte
otentik (notaris). Maka, jika diminta oleh penggugat, hakim harus
menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun
adapermohonan banding atau kasasi.

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang meminjam
sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bila mana
ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan

menentukan waktunya pengembalian (pasal 1761). =

6. Tambahan dalam pengembalian utang

Akad gard merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi
manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan
memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad gard bukanlah salah satu
sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode
untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi
pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan
ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang

mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang

* R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1995), 127.
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menerimanya maka itu adalah riba** Dalam hal ini Nabi saw,

bersabda:

—w\
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Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi
Marzuq at-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah saw.
Bersabda: “Tipa-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu

salah satu dari beberapa macam riba (H. R. Baihagi).”’

Yang dimaksud mengambil manfaat dari hadis di atas adalah
keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang
disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk
menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang
ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya,
maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi

kebaikan bagi si pengutang.*

B. Riba
1. Definisi Riba

Riba (1)) berasal dari Bahasa Arab yang bermakna ziyadah: (.)-

tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti

** Saleh al-Fauzan, al-Mulakhasul Fighi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 411.
3% Abi Bakr al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, Juz 5, (t.tp.: Dar Al Kutub Al-Ilmiah, t.t), 350.
3% Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, Jilid 1, (Jakarta: Prena Media, 2003), 224-225.
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tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti
pengambilan dari harta pokok atau modal secara batil.’” Riba ialah
tambahan uang pada sesuatu komoditas yang khusus.*® Riba
merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang
antara dua pihak atau lebih yang diperjanjikan pada saat awal

dimulainya perjanjian.*’

Dasar Hukum Riba
Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni
dilarang dan termasuk dari salah satu perbuatan yang diharamkan.*
Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-ayat Alquran dan
hadis-hadis Rasulullah saw sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai
berikut:*!
a. Alquran
Allah swt memberikan pengertian bahwa riba tidak akan
menambah kebaikan disisi Allah swt sesuai firman Allah

dalam surah ar-Rum ayat 39:

g 6 L0 0t 1 1T 6 8 ke U

37 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik..., 37.
¥ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),

70.

% Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 11.
* Sayid Sabiq, Figih Sunnah 4, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 174.
*I M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2012), 45
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dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak

menambah pada sisi Allah...**

Allah telah memberi isyarat keharaman riba melalui
kecaman terhadap praktik riba dikalangan masyarakat Yahudi.
Hal ini sesuai firman Allah dalam surat an-Nisa’ayat 161:

G36Tg = Jladly o1 il 2alSTTp 2 1345 365 1)) 20T

Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya
mereka telah memakan harta orang lain dengan jalan batil.
Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir

diantara mereka itu siksa yang pedih.43

Selanjutnya Allah mengharamkan salah satu bentuk riba,

yaitu yang bersifat berlipat ganda. Q.S A/f Imran ayat 130:

o
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Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

memakan riba dengan berlipat ganda.**

2 Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:CV. INDAH PRESS, 1994), 408.
“Ibid, 150.
“ Tbid.
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Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria
berlipat ganda bukan merupakan syarat dari terjadinya riba,
melainkan merupakan sifat karakteristik dari praktik
membungakan uang saat itu. Ath-Thabari menjelaskan bahwa

ad'afan muda‘afan dapat terjadi juga atas permintaan

perpanjangan waktu saat utang jatuh tempo dan salah satu
pihak yag berutang akan memberi lkelebihan ataupun pemberi
piutang meminta kelebihan atas piutangnya. Dengan
demikian, bunga dalam jumlah besar, berlipat ganda, atau kecil

sekalipun, tetap merupakan riba.

Allah mengaharamkan riba secara total dengan segala

bentuknya. Surah a/-Bagarah ayat 278-279:
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Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah
dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika
kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah
dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat
(dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu
tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.*’

b. Hadis

* 1bid, 75.
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Dari Ibnu Mas’ud berkata: Rasulullah saw mengutuk orang
yang memakan riba, yang menyuruh makan, dua orang

saksi dan penulisnya. (HR. At-Tirmidzi)*
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Diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah
saw bersabda: “emas hendaklah dibayar dengan emas,
perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung
dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan
garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash)’.
Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan
sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima
dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim)*’

3. Riba dalam utang piutang
Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba gard dan riba
Jjahiliyyah:™
a. Riba gard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu

yang disyaratkan terhadap yang berutang. Misalnya, seseorang

* Sunan at-Tirmidzy, KitabJual Beli, Bab Sebab Datangnya Riba No. 1206, Jilid 3, Penerjemah
Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn(Beirut: Dar al-Fikr), 512.

7 Shahih Muslim, Terjemah Hadis Shahih Muslim II, Penerjemah: Fachruddin, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1983), 114-115.

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., 41.
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yang berutang seratus ribu rupiah diharuskan membayar kembali
seratus sepuluh ribu rupiah, maka tambahan sepuluh ribu rupiah
adalah riba gard. Larangan riba ini berdasar firman Allah dalam

surah al-Rum ayat 39:
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Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di
sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu
maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat
demikian)  itulah  orang-orang  yang  melipatgandakan
(pahalanya).”

b. Riba Jahiliyyah adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya
karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu
yang ditentukan, disebut juga riba yad. Biasanya jika si peminjam
tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka

bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu

tunggakan.”

C. Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah

* Kementerian Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:CV. INDAH PRESS, 1994), 408.
%0 Idri, Hadis Ekonomi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 97.
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Istislah atau maslahah secara etimologis mempunyai beberapa versi,
di antranya:>!
a. Menurut Ibnu Qudamabh:
sad gsy waldl Lls s dsliadd
Maslahah yaitu mendatangkan manfaat dan

menghilangkan mudarat.

b. Menurut Dr. Al-Turki:
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Maslahah adalah sifat yang ada pada susunan hukum, yang
mendatangkan manfaat bagi manusia atau menolak
kerusakan bagi mereka.
2. Pembagian Maslahah
Maslahah dilihat dari segi tingkatannya dibagi menjadi tiga
yaitu:52
a. Maslahah Daruriyat, yang dimaksud maslahah dalam tingkatan ini
ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi
manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia

luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya

tatanan kehidupan manusia tersebut.

! Mardani, Ushul Figh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 228.
> Ibid, 229.
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Maslahah Hajiyat, yang dimaksud dengan maslahah hajiyat jenis
ini adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk
menghilangkan kesulitan kerusakan yang dihadapi. Dengan kata
lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih
rendah tingkatannya dari maslahat dharuriyat.

Maslahat Tahsiniyat, yaitu yang dimaksud dengan maslahat jenis
ini ialah sifat nya yang memelihara kebaguisan dan kebaikan budi
pekerta serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak
diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan

kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.

Dilihat dari segi eksistensinya, maka maslahat dibagi menjadi tiga

macam, yaitu:5 3

a.

Al-Masalih al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang terdapat
dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui
keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan,
dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela
agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa,
Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar, karena
untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada

pelaku zina dan qadzaf, karena untuk menjaga kehormatan, dan

33 bid, 230.
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Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian, karena
umtuk melindungi harta.

b. Al-Masalih al-Mulgah, yaitu maslahat yang berlawanan dengan
ketentuan nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk
anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada
kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Alquran surah An-

Nisa’ayat 11:

MY\L}JM;AH (:f;‘ij\ ém ”j/;

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.>

c¢. Al-Masalih al-Mursalah, yaitu maslahat yang tidak disebutkan
oleh nash penolakannya atau pengakuannya. Maslahah a/-
Mursalah menurut ahli usul fikih adalah al-maslahah dalam arti
mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
Contohnya, kemaslahatan mengkodifikasi Alquran, pembukuan

hadis, dan lain-lain.

> Kementerian Agama R, A/-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:CV. INDAH PRESS, 1994), 78.



